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Abstract

This study examines the challenges faced by Indonesia's cosmetic industry, including the misuse of blue
labels, the circulation of illegal products, and the use of harmful chemicals that threaten consumer health
and market integrity. With a predominantly Muslim population, halal certification is a critical factor in
ensuring product safety and quality while enhancing competitiveness in domestic and international
markets. This research employs a qualitative literature review approach to analyze regulations, the
effectiveness of BPOM oversight, and relevant business strategies. The findings indicate that although
BPOM efforts, such as shutting down illegal factories and seizing products, have yielded positive impacts,
weak e-commerce monitoring remains a major challenge. The adoption of blockchain technology and
innovative labeling, such as QR codes, is deemed effective in improving supply chain transparency and
accountability. Furthermore, halal certification offers a competitive advantage but faces cost and
process-related obstacles, particularly for SMEs. This study recommends strengthening technology-based
oversight, providing subsidies for halal certification, and educating consumers about the risks of illegal
products. These strategies are expected to promote the sustainability of Indonesia's cosmetic industry in
the global market.
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Abstrak

Penelitian ini mengkaji tantangan dalam industri kosmetik Indonesia, termasuk penyalahgunaan etiket
biru, peredaran produk ilegal, dan penggunaan bahan kimia berbahaya yang mengancam kesehatan
konsumen dan integritas pasar. Dengan populasi mayoritas Muslim, sertifikasi halal menjadi faktor
penting dalam memastikan keamanan dan kualitas produk sekaligus meningkatkan daya saing di pasar
domestik dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis tinjauan literatur untuk
menganalisis regulasi, efektivitas pengawasan BPOM, serta strategi bisnis yang relevan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun upaya BPOM seperti penutupan pabrik ilegal dan penyitaan produk
memberikan dampak positif, lemahnya pengawasan di e-commerce menjadi tantangan utama. Adopsi
teknologi blockchain dan pelabelan inovatif seperti QR Code dinilai mampu meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas rantai pasok. Selain itu, sertifikasi halal memberikan keunggulan kompetitif tetapi
menghadapi hambatan biaya dan proses yang rumit, khususnya bagi UMKM. Penelitian ini
merekomendasikan penguatan pengawasan berbasis teknologi, subsidi sertifikasi halal, dan edukasi
konsumen tentang risiko produk ilegal. Strategi ini diharapkan dapat mendorong keberlanjutan industri
kosmetik Indonesia di pasar global.

Kata kunci: Kosmetik, Etiket Biru, Sertifikasi Halal, Pengawasan BPOM, Keamanan

A. Pendahuluan

Keamanan produk kosmetik industri  kosmetik bertanggung jawab
merupakan isu kompleks yang melibatkan untuk memastikan keamanan produk,
pengawasan regulasi, praktik industri, dan badan pemerintah seperti FDA

kekhawatiran konsumen. Sementara
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menyediakan pengawasan regulasi (Gilbert
Ross, 2024). Penyalahgunaan etiket biru
dalam industri kosmetik di Indonesia telah
menjadi masalah serius yang
membahayakan kesehatan konsumen dan
integritas pasar. BPOM telah melakukan
berbagai upaya untuk  menertibkan
peredaran skincare beretiket biru ilegal,
termasuk penutupan pabrik dan penyertaan
produk (Syafitri & Dewi, 2022). Misalnya,
pada tahun 2024, BPOM menutup
sementara sebuah pabrik skincare di
Bandung yang diduga memproduksi dan
mendistribusikan produk beretiket biru
tanpa izin yang sesuai (Prayoga, 2024).
Kasus lain yang mencuat adalah laporan
masyarakat mengenai peredaran skincare
beretiket biru tanpa resep dokter, yang
mendorong BPOM untuk melakukan
penindakan terhadap pelaku usaha yang
terlibat (Rini, 2024).

Produk  kosmetik  sering  kali
mengandung bahan kimia yang berpotensi
berbahaya yang dapat menimbulkan risiko
signifikan terhadap kesehatan manusia dan
lingkungan. Ini termasuk logam berat,
paraben, triclosan, dan filter UV, yang
dapat menyebabkan iritasi kulit, alergi, dan
kerusakan jangka Panjang (Bilal et al.,
2020); (Deepak Sharma, Athira Suresh,
Rachana Kumari, Sidhikh Kumar, 2024).
Kurangnya regulasi dan standardisasi yang
tepat dalam produksi kosmetik, terutama
untuk produk tanpa merek, berkontribusi
terhadap prevalensi zat berbahaya ini
(Gilbert Ross, 2024). Sementara industri

kosmetik  bertanggung jawab  untuk
memastikan  keamanan produk, ada
kebutuhan  untuk  pengawasan  dan

peraturan keselamatan yang lebih ketat
(Gilbert Ross, 2024) Untuk mengatasi
masalah ini, kerangka hukum internasional
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telah dikembangkan untuk klasifikasi dan
pelabelan bahan kimia dalam produk
konsumen, termasuk kosmetik (Thierse &
Luch, 2019).

Menurut Putri, (2024) sertifikasi halal
suatu produk penting untuk memastikan
keamanan dan kualitas produk kosmetik di
Indonesia, khususnya bagi mayoritas
Muslim. Kompetisi antara produk halal
dan non-halal yang tidak diawasi dengan
baik dapat menciptakan ketidakadilan di
pasar, sehingga dapat memengaruhi
pertumbuhan sektor kosmetik halal yang
sedang berkembang pesat di Indonesia
(Maulida & Hapsari, 2024).

Sertifikasi halal bukan hanya untuk
memastikan keamanan dan kualitas, tetapi
juga menjadi instrumen penting dalam
perlindungan  konsumen  Muslim  di
Indonesia. Dalam konteks ini, sertifikasi
halal memberikan  jaminan  hukum
terhadap praktik tidak etis di pasar,
sebagaimana diuraikan dalam penelitian
tentang urgensi fatwa halal Majelis Ulama
Indonesia (MUI) bagi produk kosmetik
dan lainnya (Maulana et al.,, 2022).
Namun, tantangan yang signifikan tetap
ada, termasuk proses sertifikasi yang
memakan waktu dan mahal, yang dapat
menghambat pertumbuhan sektor kosmetik
halal. Meski demikian, sertifikasi ini
memainkan  peran  penting  dalam
membangun kepercayaan konsumen dan
memperkuat daya saing produk lokal di
pasar domestik dan internasional (Putri,
2024), karena kepercayaan konsumen yang
kuat dapat mendorong pengambilan
keputusan yang lebih efektif melalui
interaksi yang positif (Prastowo et al.,
2024).

Upaya pemerintah dalam memperkuat
regulasi dan pengawasan, serta
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meningkatkan literasi halal di kalangan
konsumen, sangat diperlukan untuk
mendukung pertumbuhan berkelanjutan
industri  kosmetik halal di Indonesia
(Mahliza & Prasetya, 2023). Menurut
Nuryanto et al., (2024), keberadaan
sertifikasi halal penting untuk membangun
kepercayaan konsumen dan menghindari
praktik tidak etis di pasar (Nuryanto et al.,
2024).

Berdasarkan  permasalahan  dalam
industri kosmetik di Indonesia, maka
rumusan masalah sebagai focus

pembahasan ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyalahgunaan etiket
biru memengaruhi kepercayaan
konsumen dan keberlanjutan bisnis
kosmetik di Indonesia?

2. Sejauh mana upaya BPOM dalam
menertibkan  produk  kosmetik
beretiket  biru ilegal  efektif
melindungi konsumen dan menjaga
stabilitas pasar bisnis kosmetik?

3. Bagaimana dampak penggunaan
bahan kimia berbahaya dalam
kosmetik terhadap reputasi dan
keberlanjutan bisnis kosmetik di
Indonesia, serta bagaimana standar
keamanan dapat ditingkatkan untuk
mencegah risiko tersebut?

4. Bagaimana penerapan sertifikasi
halal dapat meningkatkan daya
saing dan memperluas pangsa
pasar bisnis kosmetik halal di
Indonesia?

5. Strategi apa yang dapat diterapkan
oleh pelaku bisnis kosmetik untuk
mencegah penyalahgunaan produk

serta membangun pasar yang
transparan dan terpercaya?
Kajian ini  bertujuan menganalisis

efektivitas regulasi, peran sertifikasi halal,
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dan strategi bisnis dalam membangun
pasar kosmetik yang transparan, aman, dan
berdaya saing.

Etiket biru adalah label pada sediaan
farmasi racikan yang dibuat Kkhusus
berdasarkan  resep  dokter.  Dalam
kosmetik, skincare beretiket biru mengacu
pada produk berbahan obat keras yang
dirancang untuk pasien tertentu, tidak
untuk produksi massal, dan
penggunaannya harus diawasi tenaga
medis (HM-Nelly, 2024).

Etiket biru mengacu pada label resmi
yang mengindikasikan bahwa sebuah
produk kosmetik telah memenuhi standar
keamanan tertentu yang ditetapkan oleh
pemerintah atau lembaga terkait, seperti
BPOM di Indonesia. Dalam konteks
Indonesia, BPOM menetapkan standar
ketat untuk produk yang mendapatkan
etiket biru. Hal ini mencakup parameter
seperti kadar bahan aktif, nilai pH, dan
pengujian terhadap bahan berbahaya.
Contoh penelitian menunjukkan bahwa
krim pemutih yang diatur sesuai standar
tetap mematuhi batas hidrokuinon yang
diizinkan (Hikmah, 2023).

Etiket biru pada produk kecantikan
seringkali merujuk pada penanda visual
yang  menunjukkan  masa  berlaku
sertifikasi halal suatu produk. Dalam
konteks sistem kode warna, warna biru
biasanya menandakan sertifikat halal yang
masih berlaku antara 1,5 hingga 2 tahun
sebelum kadaluarsa. Penanda ini bertujuan
mempermudah konsumen Muslim
memastikan status halal produk kecantikan
yang digunakan, sejalan dengan kebutuhan
akan produk yang sesuai syariat Islam
(Yuni Damayanti et al., 2022).



JEB

Ekonomi Bisnis
Volume 30, Nomor 2, Desember 2024

P-ISSN: 1411 - 545X | E ISSN: 2715-1662

Dari ketiga penjelasan etiket biru
maka dapat di simpulkan bahwa Etiket
biru adalah label resmi pada sediaan
farmasi atau produk kosmetik yang
dirancang untuk penggunaan personal
berdasarkan resep dokter. Label ini
menandakan kandungan bahan aktif yang
diatur ketat sesuai standar keamanan dan
regulasi  pemerintah, seperti BPOM.
Dalam beberapa kasus, etiket biru juga
menunjukkan masa berlaku sertifikasi
halal, memberikan jaminan kehalalan bagi
konsumen Muslim. Label ini memastikan
produk aman digunakan, sesuai aturan, dan
di bawah pengawasan medis jika
diperlukan (HM-Nelly, 2024), (Hikmah,
2023), (Yuni Damayanti et al., 2022).

Secara internasional, regulasi terkait
etiket dan pelabelan kosmetik
mengharuskan produsen mencantumkan
informasi  transparan, termasuk bahan
alergen, potensi risiko, dan status halal jika
relevan. Aturan ini bertujuan melindungi
konsumen serta memenuhi kebutuhan
pasar, termasuk konsumen Muslim yang
memprioritaskan produk dengan sertifikasi
halal (Rubio et al., 2024).

Penyalahgunaan etiket biru, seperti
informasi palsu atau klaim halal yang tidak
valid, merusak kepercayaan konsumen
terhadap kosmetik lokal. Ketidakpatuhan
terhadap regulasi BPOM dalam pelabelan

dan komposisi memperburuk stigma
negatif, terutama di pasar yang menuntut
transparansi dan kepatuhan terhadap

standar halal dan keamanan. Akibatnya,
konsumen cenderung beralih ke produk
impor yang dianggap lebih terpercaya,
menghambat pertumbuhan industri
kosmetik lokal (Erawati et al., 2024).

Penyalahgunaan etiket biru juga dapat
merugikan industri  kosmetik dengan
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menurunkan  kepercayaan  konsumen
terhadap seluruh pasar. Pemalsuan status
halal atau keamanan mencoreng citra
industri, menyulitkan bisnis yang patuh
aturan untuk bersaing dan menjaga
kepercayaan ~ konsumen.  Akibatnya,
konsumen cenderung memilih  produk
impor yang dianggap lebih terpercaya,
melemahkan pangsa pasar lokal, dan
mengancam keberlanjutan bisnis yang
mematuhi regulasi (Erawati et al., 2024).

BPOM bertugas mengawasi peredaran
kosmetik untuk memastikan keamanan,
mutu, dan manfaat produk sesuai regulasi,
termasuk pemeriksaan izin edar, label, dan
kandungan bahan aktif. Pelanggaran,
seperti distribusi produk tanpa izin atau
mengandung bahan berbahaya, dapat
dikenai sanksi administratif hingga pidana,
seperti pencabutan izin, denda, atau
tuntutan hukum (Najemi et al., 2019).
Kelemahan pengawasan, terutama di e-
commerce, menyoroti perlunya strategi
lebih baik dan koordinasi lintas sektor
untuk melindungi konsumen. Penegakan
hukum yang lebih tegas juga diperlukan
guna meningkatkan kepatuhan produsen
(Sakti & Dinanti, 2020).

Penertiban oleh BPOM efektif dalam
melindungi konsumen dengan mencegah
peredaran kosmetik ilegal, meningkatkan

kesadaran masyarakat, dan menjaga
persaingan pasar yang sehat. Namun,
efektivitasnya sering terhambat oleh

lemahnya pengawasan produk online,
keterbatasan sumber daya, dan koordinasi
antar lembaga. Penegakan hukum seperti

pencabutan izin atau tuntutan pidana
membantu mencegah pelanggaran
berulang, meski sanksi sering kurang

memberikan efek jera (Najemi et al.,
2019), (Sakti & Dinanti, 2020). Tantangan
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utama BPOM adalah maraknya distribusi
kosmetik ilegal di e-commerce dan
minimnya pelaporan konsumen. Untuk
mengatasinya, BPOM perlu memperkuat
pengawasan digital dan meningkatkan
edukasi masyarakat tentang risiko produk
ilegal.

Penggunaan bahan kimia berbahaya
seperti logam berat, paraben, dan triclosan
dalam kosmetik dapat merusak reputasi
industri lokal, menurunkan kepercayaan
terhadap konsumen, dan melemahkan daya
saing terhadap pasar, karena logam berat
dapat menyebabkan keracunan, gangguan
neurologis, dan kanker, sementara paraben
dan triclosan diketahui mengganggu
sistem endokrin, meningkatkan risiko
masalah reproduksi dan kanker (Kaushik
et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan
penguatan standar keamanan melalui
pengawasan yang ketat, pengujian bahan
berbahaya, dan edukasi konsumen tentang
risiko produk tidak aman.

Penggunaan bahan kimia berbahaya
dalam  kosmetik dapat menurunkan
kepercayaan konsumen secara signifikan
dan berdampak pada citra merek serta
penjualan. Konsumen yang menyadari
risiko kesehatan dari bahan tersebut
cenderung kehilangan loyalitas terhadap
merek, terutama jika produk tidak
transparan  mengenai  komposisinya.
Persepsi negatif ini menciptakan Kkrisis
citra, mendorong konsumen untuk memilih
produk yang aman dan berlabel jelas,
seperti kosmetik organik atau ramah
lingkungan (Choi & Lee, 2019). Dari sisi
penjualan, niat pembelian menurun drastis
pada merek yang terlibat kontroversi
bahan berbahaya, karena konsumen lebih
memilih produk dengan reputasi aman dan
berkelanjutan. Tren ini mencerminkan
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pergeseran preferensi pasar, di mana
transparansi  dan  keamanan  produk
menjadi faktor utama dalam keputusan
pembelian (Chen et al., 2024).

Upaya meningkatkan regulasi dari
bahan kimia dalam kosmetik bertujuan
melindungi konsumen dari paparan bahan
berbahaya melalui penerapan kerangka
hukum internasional dan regional. Salah

satu sistem utama adalah  Sistem
Harmonisasi  Global  (GHS), yang
menyediakan panduan klasifikasi dan

pelabelan terhadap bahan kimia, termasuk
produk kosmetik. Sistem ini mendorong
transparansi dengan mencantumkan risiko
sensitisasi kulit dan bahaya lain dalam
label produk, sehingga meningkatkan
perlindungan konsumen (Thierse & Luch,
2019). Selain itu, berbagai negara seperti
Uni Eropa dan Amerika Serikat telah
memperketat regulasi melalui batasan
konsentrasi bahan kimia sensitisasi seperti
formaldehida dan isotiazolinon dalam
kosmetik. Kerangka hukum internasional
seperti GHS dan inisiatif regional lainnya
mendorong labelisasi produk yang lebih
baik dan transparansi penuh terhadap
bahan kosmetik, sehingga memberikan
konsumen informasi yang diperlukan
untuk membuat keputusan yang aman
(Klaschka & Rother, 2013).

Sertifikasi halal dalam pasar kosmetik
di Indonesia sangat penting karena
mayoritas penduduknya adalah Muslim,
yang menjadikan halal sebagai faktor
utama dalam kepercayaan dan keputusan
pembelian terhadap konsumen. Penelitian
menunjukkan bahwa sertifikasi halal
memberikan keyakinan terhadap produk
yang  memenuhi  standar  syariah,
meningkatkan citra merek, dan
memperkuat loyalitas konsumen Muslim
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terhadap merek tersebut (Wijaya &
Briliana, 2022). Dampak positif dari
sertifikasi halal terlihat pada peningkatan
niat pembelian terhadap konsumen,
terutama generasi milenial dan Z, yang
mengutamakan  nilai  religius  dan
kesadaran halal dalam memilih produk.
Selain itu, merek yang memiliki sertifikasi
halal mendapatkan keunggulan kompetitif
di pasar lokal dan internasional, yang
menjadikannya strategi penting bagi
pelaku di industri kosmetik (Afendi et al.,
2024).

Sertifikasi halal pada produk kosmetik
dapat membantu memperluas pasar lokal
dan global dengan memberikan jaminan
kepercayaan kepada konsumen Muslim
yang jumlahnya besar di seluruh dunia.
Sertifikasi ini tidak hanya menarik
konsumen di negara mayoritas Muslim,
seperti Indonesia, tetapi juga
meningkatkan daya tarik di pasar global,
terutama di negara-negara Barat dengan
populasi Muslim yang terus berkembang.
Hal ini memperkuat posisi produk dalam
persaingan internasional dan mendukung
ekspansi ke pasar baru (Wijaya & Briliana,
2022). Selain itu, sertifikasi halal
memberikan keunggulan secara kompetitif
karena mencerminkan kualitas, keamanan,
dan kepatuhan terhadap standar etika yang
diakui secara internasional. Dengan
memanfaatkan sertifikasi halal, produsen
kosmetik dapat meningkatkan kepercayaan
konsumen lintas budaya, menjadikan
produk mereka lebih inklusif dan relevan
di pasar global (Afendi et al., 2024).

Pemerintah memainkan peran penting
dalam mempercepat proses sertifikasi halal
produk  kosmetik  melalui  regulasi,
pembentukan lembaga sertifikasi, dan
pemberian insentif. Di Indonesia, peran
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pemerintah tercermin dalam Undang-
Undang No. 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan
sertifikasi halal untuk semua produk,
termasuk kosmetik (Ameen et al., 2024).
Selain itu, pemerintah dapat memberikan
insentif seperti subsidi biaya sertifikasi dan
pelatihan untuk produsen kecil dan
menengah agar lebih mudah memenuhi
standar halal. Dengan langkah ini, tidak
hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi
juga mempercepat pertumbuhan industri
halal di pasar lokal dan global (Melati &
Amirudin, 2024).

Implementasi sistem kontrol kualitas
dan audit internal yang kuat sangat penting
dalam mencegah penyalahgunaan produk
pada perusahaan kosmetik. Kontrol
kualitas yang ketat melalui verifikasi
bahan baku dan produk akhir, serta
pemisahan fungsi operasional yang jelas,
membantu memastikan integritas proses
produksi (Rahmasari & Humaidi, 2022).
Audit internal rutin juga diperlukan untuk
mengevaluasi efektivitas kontrol yang ada
dan mencegah potensi penyimpangan,
dengan memberikan rekomendasi
perbaikan  berkelanjutan  (Nolan &
McDermott, 2025). Selain itu, integrasi
teknologi seperti blockchain meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas,
menciptakan sistem yang sulit
dimanipulasi dari bahan baku hingga
distribusi. Langkah ini tidak hanya
mencegah penyalahgunaan tetapi juga
memperkuat  kepercayaan  konsumen
terhadap produk (Sidarto & Hamka, 2021).

Strategi inovasi pelabelan untuk
meningkatkan transparansi dan keamanan
pada produk  kosmetik  mencakup
penggunaan bahan ramah lingkungan
seperti material daur ulang atau bio-based,
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yang juga mendukung keberlanjutan dan
kepercayaan terhadap konsumen (Vrabic-
Brodnjak & Jestratijevi¢, 2024). Teknologi
digital seperti QR Code memungkinkan
konsumen mengakses informasi detail
terkait bahan aktif, keamanan, dan proses
manufaktur,  sehingga  meningkatkan
transparansi (Morel et al., 2024). Selain
itu, regulasi yang Kketat terhadap
penggunaan nanoteknologi di kosmetik
mendorong pelabelan yang mencantumkan
risiko dan keamanan untuk konsumen
(Santana Cabello et al., 2019). Label halal
juga menjadi inovasi yang mencerminkan
keamanan, keberlanjutan, dan kepercayaan
terhadap konsumen di pasar tertentu
(Okdinawati et al., 2021).

Edukasi kepada konsumen tentang
keamanan produk kosmetik sangat penting
untuk mencegah penggunaan produk ilegal
atau berbahaya, seperti kosmetik yang
mengandung merkuri atau hidrokuinon.
Studi  menunjukkan  bahwa tingkat
kesadaran konsumen seringkali tidak
diimbangi dengan pengetahuan tentang
bahan-bahan berbahaya, sehingga dapat
meningkatkan risiko kesehatan (Rahman,
2022). Selain itu, penelitian juga
menekankan pentingnya informasi yang
jujur dan akurat di label produk untuk
melindungi hak konsumen sesuai regulasi,
sehingga konsumen dapat membuat
keputusan yang lebih aman (Eriyanti &
Fazial, 2020).

Kampanye kesadaran publik tentang
bahayanya produk kosmetik ilegal dapat
dilakukan dengan memanfaatkan media
digital, seperti media sosial dan platform
online, untuk menjangkau khalayak luas,
terutama pada generasi muda, melalui
kolaborasi dengan influencer atau duta
merek (Nugraha, 2021). Selain itu, edukasi
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mengenai regulasi kosmetik dan hak
konsumen dapat meningkatkan kesadaran
hukum publik (Eriyanti & Fazial, 2020).
Menggunakan narasi dampak nyata dari
kosmetik ilegal, seperti bahaya kesehatan
akibat bahan berbahaya, juga efektif untuk
menekankan risiko secara emosional
(Mohd Nor et al.,, 2023). Strategi ini
membutuhkan kolaborasi lintas sektor
untuk memastikan dampaknya meluas dan
berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan teknik tinjauan literatur,
yaitu pendekatan yang melibatkan analisis
sistematis terhadap literatur relevan untuk
menjawab permasalahan penelitian. Data
sekunder diperoleh dari berbagai studi
empiris, termasuk media massa, portal
berita terpercaya, serta artikel ilmiah yang
diterbitkan dalam  jurnal  akademik.
Sumber-sumber tersebut dianalisis untuk
mengidentifikasi dan memahami
permasalahan serta memberikan alternatif
solusi, khususnya terkait penerapan Etiket
Biru pada produk-produk kosmetik di
Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Industri  kosmetik di  Indonesia
menghadapi berbagai tantangan kompleks,
termasuk penyalahgunaan etiket biru,
peredaran produk ilegal, dan penggunaan
bahan kimia berbahaya. Tantangan ini
tidak hanya berdampak pada kepercayaan
konsumen  tetapi juga mengancam
keberlanjutan bisnis lokal di tengah
persaingan pasar global. Kajian berikut
menyajikan analisis mendalam mengenai
permasalahan-permasalahan utama yang
dihadapi oleh industri kosmetik di
Indonesia:
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Penyalahgunaan etiket biru pada
kosmetik menurunkan kepercayaan
konsumen terhadap industri lokal.
Produk ilegal yang memanfaatkan
label ini tanpa izin menyebabkan
konsumen meragukan keamanan
dan keaslian produk kosmetik
secara umum (Nurdiyanti et al.,
2024). Untuk mengatasi hal ini,
BPOM perlu memperkuat
pengawasan, terutama di e-
commerce, serta meningkatkan
edukasi publik tentang risiko
kosmetik ilegal (Erawati et al.,
2024). Selain itu, upaya
perlindungan hukum dapat
dilakukan edukasi kepada pelaku
usaha dan konsumen tentang
pentingnya standar produk dan
penegakan sanksi atas penjualan
kosmetik berbahaya tanpa (Noviani
Putri & Sahruddin, 2022).

Penindakan  BPOM  terhadap
kosmetik ilegal, termasuk
penutupan pabrik dan penyitaan
produk, telah membantu
melindungi konsumen dan menjaga
stabilitas pasar. Namun, lemahnya
pengawasan di platform digital
menjadi tantangan utama. BPOM
perlu memperkuat strategi
pengawasan berbasis teknologi
untuk menangani penyalahgunaan
produk di pasar online ((Najemi et
al., 2019), dan menambah jumlah

pengawas lapangan, serta
menerapkan sanksi yang lebih
tegas bagi  pelanggar guna

meningkatkan perlindungan
konsumen dan stabilitas pasar (F.
Syafiqoh, 2024).

Penggunaan bahan kimia seperti
logam berat dan triclosan merusak
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reputasi  merek  lokal dan
mengancam keberlanjutan bisnis.
Standar keamanan perlu diperkuat
melalui regulasi ketat, pengujian
bahan aktif, dan transparansi
komposisi  produk. Kampanye
edukasi konsumen tentang risiko
bahan berbahaya sangat penting
untuk  mempromosikan pilihan
produk yang lebih aman dan
menjaga integritas merek
(Pristiansyah et al., 2022), serta
dapat membantu  mengurangi
persepsi negatif (Kaushik et al.,
2023). Secara keseluruhan, bisnis
harus memprioritaskan keamanan
produk, transparansi, dan tanggung
jawab lingkungan untuk
membangun dan mempertahankan
reputasi positif di pasar saat ini.

. Sertifikasi halal memberikan nilai

tambah bagi
meningkatkan kepercayaan
konsumen muslim terhadap
keamanan dan kualitas produk
(Zulfa et al., 2023). Hal ini
berkontribusi pada pertumbuhan
industri halal, baik di pasar lokal
maupun internasional (Firdaus,
2023).  Sertifikasi  halal juga
berfungsi sebagai bentuk
perlindungan konsumen muslim
dan dapat menjadi Unique Selling
Point (USP) bagi produsen (Zulfa
et al., 2023). Bagi UMKM,
sertifikasi halal dapat
meningkatkan nilai tambah produk
dan membantu memasuki pasar
yang lebih luas (Putro et al., 2022).
Pemerintah melalui BPJPH
berperan penting dalam perbaikan
kebijakan dan peningkatan
kesadaran pelaku hukum usaha

produk  dan
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terkait sertifikasi halal (Zulfa et al.,
2023). Pendampingan dan fasilitasi
bagi UMKM dalam  proses
sertifikasi halal juga diperlukan
untuk meningkatkan daya saing
produk (Putro et al., 2022).
Pemerintah dapat mempercepat
proses sertifikasi melalui subsidi
dan pelatihan untuk pelaku usaha
kecil dan menengah (Wijaya &
Briliana, 2022).

5. Studi terkini menegaskan
pentingnya langkah pengendalian
mutu yang ketat serta teknologi
inovatif dalam mencegah penipuan
dan  meningkatkan  keamanan
produk. Implementasi  kontrol
kualitas yang terstruktur, audit
internal rutin, dan adopsi teknologi
blockchain terbukti efektif dalam
mencegah penyalahgunaan produk,
meningkatkan transparansi, serta
memperkuat sistem pengungkapan
pelanggaran  (Stephane et al.,
2022). Selain itu, strategi pelabelan
inovatif seperti penggunaan QR
Code dan penyediaan informasi

bahan aktif berkontribusi pada
peningkatan  transparansi  dan
keamanan produk,  sekaligus
memperkuat kepercayaan

konsumen terhadap merek(Sidarto
& Hamka, 2021).

D. Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan
tantangan utama yang dihadapi industri
kosmetik  di Indonesia,  termasuk
penyalahgunaan etiket biru, peredaran

produk ilegal, dan penggunaan bahan
kimia berbahaya seperti logam berat dan
triclosan. Penyalahgunaan etiket biru, yang
seharusnya menjamin standar kualitas,
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telah melemahkan kepercayaan konsumen
terhadap produk lokal. Tantangan ini
semakin kompleks dengan lemahnya
pengawasan di platform digital seperti e-
commerce, yang memfasilitasi peredaran
produk ilegal. Upaya Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM), seperti
penutupan pabrik ilegal dan penyitaan
produk berbahaya, dinilai belum cukup
tanpa dukungan teknologi pengawasan
berbasis digital.

Salah satu sorotan utama penelitian ini
adalah pentingnya sertifikasi halal dalam
meningkatkan ~ daya saing  industri
kosmetik di Indonesia, yang mayoritas
penduduknya Muslim. Sertifikasi halal
tidak hanya menjamin keamanan dan
kualitas produk sesuai syariah, tetapi juga
membangun kepercayaan konsumen serta
mendukung pertumbuhan pasar kosmetik
halal, baik domestik maupun internasional.
Namun, proses sertifikasi yang mahal dan
rumit masih menjadi hambatan, terutama
bagi pelaku UMKM.  Pemerintah
diharapkan memberikan subsidi dan
pelatihan  untuk memudahkan akses
terhadap sertifikasi ini.

Penelitian juga menekankan
pentingnya transparansi pelabelan dan
pengadopsian teknologi seperti
blockchain. Teknologi ini memungkinkan
akuntabilitas dalam rantai pasok kosmetik,
dari bahan baku hingga distribusi, serta
memberikan informasi  rinci  kepada
konsumen melalui QR Code atau label
digital. Langkah ini dapat mengatasi
stigma negatif terhadap produk lokal dan
memulihkan  kepercayaan  konsumen.
Selain itu, edukasi publik tentang risiko

kosmetik ilegal dan bahaya bahan
berbahaya  seperti  paraben  sangat
dibutuhkan, dengan memanfaatkan
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kampanye media sosial dan kolaborasi
dengan influencer untuk menjangkau
generasi muda sebagai target pasar utama.

Penelitian ini menawarkan pendekatan
komprehensif dengan mengintegrasikan

strategi  sertifikasi  halal, teknologi
pelabelan, dan pengawasan berbasis
teknologi. Di masa depan, evaluasi

terhadap efektivitas pengawasan digital
seperti big data dan kecerdasan buatan
(Al) menjadi krusial, bersama analisis
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